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DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

b

BUPAT! ACEH SINGKIL

bahwa unwk menmgkatkan pertumbuhan dan perhembangan perekonomian Aceh
Swnghil maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 154 Undang-undang Nomor
Tahun 2006 tentang Pemenntah Acch diperlukan Upaya-upaya dalam usaha
menambah dan memupuk sumber Pendaparan Asli Daerah melalui pemyetaan

Modal dan Kerjasama Pemenintah Kabupaten Aceh Simgkil dengan Pihak ketiga

bahwa untuk maksud tersebut pedu ditetapkan Tala Cara Pemyelaan Modal dan

Kerjasama dimaksud dengan suare Qanun

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah otonom
Provinsi Aceh dan perubahan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik fndonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1103},

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3683} sebagmmana telah diubah
dengan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048),
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Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Pencrimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 43 Tambaban Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Swngki] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, I'ambahan

Lembaran Negara Nomor 38273,

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimcwaan
Propinsi Dagrah Islimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesta Tabun 1999

Nomor 172 Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 3893):

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286y,

Lindang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan Megara (Lentbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lenibaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Takum 2004 Nonior 53, Tambahan
Lembaran Negara mor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemcriksaaan dan pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahwn 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara
Nomor 2427 sebagaimana telah dubah dengan Undang-undang NMomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenntahan  Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20035 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan anlara
Pemerinlah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004
Nomor 126, Tambahan Tembaran Negara Nomor 4437):

Undang-Undang Momer 1} Tahun 2006 tentang Pemenntahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4633),



13 Undang-Undang Nomor 25 I'ahun 2007 tentang Peranaman Modal — (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 };

14, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenagan Pemerintah dan
Kewenangan Kabupaten/kota sebagai Dacrah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 39352,

15 Perarran  Pemeriniah Nomor 107 Tahun 2000 Temtang  Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomeor 2040):

Peraturan Pemermiah Nomor 58 Tabur "305 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 58, Tanibahan
Lembaran Negara Nomor 21393,

17, Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pernvaiaan Moda! Pada
Pihak Ketiga Pakel Kebyjakan Perbaik an Investas]

18, Kepumwsan Presiden Momor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Peraturan Perundang-
undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancanagn Keputusan Presiden (

Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ),

19 Qanun Provinsi Nanpggroe Aceh Darussalam  Nomor 09 Tahun 2002 fenang
Penyertaan Modal dan Kerjasama Pemerintah Provins: Nanggroe Aceh Darussalam

dengan Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEI SINGKIL
DAN
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menelapkan g RANCANGAN QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAN
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DENGAN
PIHAK KETIGA.
BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

| Pemenntahan Daerah Kabupalen yang selanjutnya disebut Pemermtah Kabupaien adalah unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang lerdiri atas Bupau dan Perangkar Daerah
KabupatenAceh Singkil;



Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerntah Kabupaten Aceh Singkit dibaniu oleh Wakil Bupati yang
dipihh melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur, dan
adil;

3 Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Aceh Singkil selanfulnya discbui Dewan Perwakilan Rakval Daerah
Kabupailen Aceh Singkil { DPRK ), adal unsur Penyelenggara Pemerintahan Acch yang Anggolanya dipilih
melalu pemilihan umum;

| Qanun Kabupaten Acch Swghil adalah  Perawran Pecundang-undangan sejenis  Perauran  Daerah
Kabupaicn  Aceh Singkil vang mengalur penyelenggaraan  Pemerintah  dan Kehidupan Masyarakat
Kabupaten Aceh Singkil:

- Penyenaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan Modal Daerah pada usaha bersama dengan
pihak keliga atau pemaniaatan modal Dacrah dengan phak ketiga dengan suaru imbalan terlentu

- Kerjasama adaish hubungan keperdataan dalam mdang usaha terientu antara Pemenntab Daerah dengan

Pihak Ketiga;

Pihak ketiga adalah Insiansi Badan Uisaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemeriniah

Daerah, antara lain Pemenmah Pusat, Pemeriniah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha

Milik Daerah, Usaha Koperas,, Swasla Nasional dan Swasla Asing vang tunduk pada Hukum Indoncsia,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Asset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Assel Daerah { BPKAD) adalah Badan Pengelola Usaha Daerah yang
merupakan Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung hepada Bupali mempunyai lugas
mebantu Bupati dalam melakukan perumuson kebijakan dan pelaksanaan dan pembinaan serta Pengawas
Usaha-usgha Daerah

'] Peruszhaan Daerah adalah suatu Pernsahasn Daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari

kekayaan Daerah

10 Kerjasama adalah Hubungan keperdataan dalam bidang usaha terientu anatara Daerab dengan Pemeriniah
Pihak ketiga
BAB 11
TUJUAN PENYERTAAN MODAL BARB
Pasal 2

Penyertaan Modal Dacrah bertujuan

a Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan perekonomin
Daerah yang didasarkan Prinsip-prinsip Perusahaan

b Membenl manfaat keuntungan jangka panjang yang nyala bagi pendapatan daerah dan peluang kerja bag
masyarakat

C. Meningkatkan cfesiens: dan prosuktifitas Pemeriniahan Daerah
d Meningkatkan pengamanan modal / aset perusahaan
e Harus saling menguntungkan kedua belah pihak

BAD 111
BENTU DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

(1) Kerjasama Pemenntah Daerah dengan pihak keliga dapat dilakukan melalu 2 { dua) bentuk dasar yaim :
a Kerjasama pengelolaan { Join Operation J;
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b. Kerjasama usaha patungan ( Joint Venture );
() T cury Moyt Wndol Daereh poda Ptk Kty ot dilnkzanaken dengan cors <
bk b penteatan modal secorn Tongayng Kepsda pilink fetipn: sebagaimenn yig dibon dstmy

paal 1 Ay (7)
st bt vidnnn Sy e D PR i a8 Al L Diisbinrmy it mssipurnsd prnspebin
S POTT T W{TTTRT STy T oo | (R TTORT | e T T Pl Salillonhk, bais H'«:I—'""":I_'—'lﬂ. Baniriik [ETEER TTEI RTT
dai bgmitiuk: i tempa s
3)  Penyerimn Medal seauncdemamn ayar $1) fialas: ditussslon dalem perjaifiim Kerjmimmn vans isessmur

miidand dap T, gk, Bl din Einglup borisams, Wilipoh, jfangks waki | jaminsh peloksannm |
gl A, koadoon memakee (oo majour ), Penmakiicm, Pepselcsln, Verselinshmm, peijn| ifom
M berfaliuny o peginjii berjadamd, porpmmjonman wakn Kef s, dan laindam s petukan

{4y Permijan berzarmn sehagesmann dimasid dalam sl 3 dibual dergan Akc Milariz

Tusal 4
(1) Tenyemman Bindal il Tl Ketigh senassamninn dimissud pads Pasal 1 Al i b dlictapkom bersams
ki Percrimitlih Dasral dengan Pibak Kesa setefah memlapal pefa yjiian bersana TIPRE
Pasal 5

(1} Itk mengagakan krrtrek monipemen. komrdk produest, kensr Tani kemivmgie i TN ITERETe

alnn komiak g e gmahia berduiimien Pl 3 Ayni (37 kepala Thicrals metiiy e Tedelih
dufnbu dari Diewan Peerwakilon Rkt Eobaqeben s nicana Sontral Ak,
(2)  Peloksanun komrak mpafemen, Vonemb procubsi, Kostiak hagl hesmurzas Konim hagl hisil eaha dan

kamtnh gt useo sehngnjmann diikead datam avee (77 dicctapkon dengan ICeniinn Kupala
Didimersdy.

Pasal 6
Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (3) dilakukan dengan cara membeli
sahnm paidd Persirg Techitus sung sidil gorbie
Apabili Taenmle dapa paimniji peniy din Hargp: sshaim ichomm mumn dlimsdznid dslen ove |1, mukh ik
belaksanaannyaditetapkan dengan keputusan kepala Daerah dan dolaporkan kepada DPRK

Kopeia Doersh dapar ineinjokkan prinel’ b perogen OPFRK sk beimdil, mewolill i
Cizernh dhabim sclubsanakm pembe |l s,

Pasal 7
Liniuk melakuksn  penclision tertndop barme - yang divemskes sehagni Modal Dasish diilm prohenindom
AN, RLREY, Persinamm Techaian (PTy oy Baikm Hukam penilai lantmia  dan ieeeiokin Hilai Hemang
Daerah scria imbalan  dan pembayaran dan lain — ls iliim mampercinpkim  Bonmbk mangjmeen, Roegrak
Produbs, ' kemirik - bogl Eromungsn btk bae hosil, wssba din komtrsk bagi (empiE waghn selmmempa
disnedoid pada pagal 3 hirnlC kpeds Daenili menbcniek Fanigin yang ferdisd do ums, - wdii
Badan Penglola Kevangan dan Asel Dzerah (RPKAD):
Bagian ekonomi Setdakab Aceh Singkil;
Togimi Umuin Seidakab Acel Snokil,
Huginn Huium Sotdaknh Azl Sinphil,
Hadon Penandlian Mol doeh Skl
Bl Penegavme. Diseraly Acch Singll:
Unsur tenapa Ahli / Konsultan

R AN Y

BAB 1V
HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL

Pasal 08
(1} Laba atau hasil usaha kegiatan Pernyataan Modal Daerah dari Pilak ko Tiga yang memyadi Hak Daerah,
yang diperoleh selam tahun anggaran, diselorkan keks daerabh  dan dimasukkan kedalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

2y Laho Atms Ml asaha kerjn sama Pemicrinial Dacrab dengan ik Wetiga, pommninh el v
diperoleh  selamatahun angparan dibukukan dengan i prinsap Altesi Pesvicininh.
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BARY
PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9
Fepata Nuaerah berswenang melaknkan pengowasan dan pengalihan  lerhadap penverlaan Modal dari Pihak
Ketiga

Dalam Hal Penyrtaan modal Daerah pada suatu perseroaan terbatas (P I'} atau Badan Hukum Perdata Lainnya
maka untuk mewahih Pemenntah  Daerah, kepala daeruh menunjuk  pejabal  yang ahan duduk  sehagai
Anggota dewan Kenusanis, jika berdasarkan Jumlah ssham yang dimiliki oleh daerah ada hak untuk duduk
dalam dewan komisans sesvai dengan ketenlsan peraturan perundang undangan yang berlaku

Kepala Daerah dapal meounjuk  Pejabat yang akan mewakih Darah  sccara berkelanyuan untuk mengikuli
pelaksanaan kontrak manajemen, konirak Produksi. kontrak bagi keuntungan, konlrak bagt hasil usaha dan
kontrak bagy tempat usaha

Apabila jumlah saham yang dimiliki oleh daerah tidak cukup schagai alas hak untuk duduk sehagai anggota
komisans sebagal mana Kepala Daerah memunjuk pejabar erentu

Pejabat yang diunjuk mewakili Pemeriniah Dacrah  sesuai ayal (2) . (30 , (4), ditas harus memhami
hewiraswaslaan secara propesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

Pcjabal yang dilunjuk mewakili pemenintah Daeral sehagai mana dimaksud dalam ayat (3) menyanipaikan
laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dacrah melalu BPKAD secara 69enam) bulan

BAB VI
PEMBINAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 10

Kepala Daerah melakukan pembinaan lerhadap Penyertaan Medal pada Pihak Ketiga
Dalam melakukan pembnaan schagai man dimaksud dalam ayal (13, Kepala Dacrah  dibantu  oleh Sekretaris
Daeral Kabupaten

BAB VII
PERSYARATAN KERJA SAMA
Pasal 11

Pihak kehga yang berbentu Badan Usaha / Perorangan dan ukan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah
harus memenuhi syaral — syarat sebagai berikut:

(m
2)

(1)
2)

a  memiliki sius Hukum sesui dengan ketentwan Perindang Undangan vang berlaku di Indonesia;

b memiliks NPWP;

¢ Memiliki Binaditas dan kredibilitas;

d  Lembaga /swasla Asing harus mendapal 1zin / rekomendasi dari Pejabal Berwenang dan tunduk kepada
ketentuan Perumdang-undangan yang berlaku,

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Semua penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Qanun ini

Semua penyertaan modal daerah pada pihak keuga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan
penataan kembali paling lambat 1 ( satu} tohun setelah Qanun ini berlaku

BAD VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua Peraturan dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun 1t

Ketentuan Pclaksana atau tidak anjut Qanun ini secara bertahap harus telah terlaksana paling lambat 1 (satu)
tahun setelah Qanun ini diundangkan



Pasal 14
Qanun ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Apgar setiap orang dapat mengetahuainya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 02 Oktober 2007

BUPATI ACEH SINGKIL

dto
MAKMURSYAH PUTRA
Diundang Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil
Pada tanggal : 07 Nopember 2007
Seri : D Nomor 08

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

RIDWAN HASAN



